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ABSTRAK

Sistcm perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan
ncgara. Salah satu instrumcn administrast yang digunakan untuk mencgakkan
kepatuhan wajib pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Laporan ini bertujuan
untuk menganalisis mekanisme penerbitan STP di KPP Pratama Palembang Ilir
Barat serta menilai efektivitas sistem digital APPROWEB dalam proses tersebut.
Hasil laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah diterbitkan 8.717 STP
dan SKP senilai Rp29,9 miliar, namun hanya sekitar 26% yang dibayar. Kendala
yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak dan ketidaktepatan
verifikasi data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam proses
penerbitan serta penguatan sosialisasi dan koordinasi antar seksi untuk

meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Kata Kunci: Surat Tagihan Pajak, APPROWEB, Kepatuhan Wajib Pajak,

KPP Pratama.
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ABSTRACT

The tax system plays a crucial role in supporting statc revenuc. Onc of the
administrative instruments usced to cnforce taxpayer compliance is the Tax
Collection Letter (STP). This study aims to analyze the STP issuance mechanism
at the Pratama Tax Office (KPP) Palembang Ilir Barat and assess the effectiveness
of the digital APPROWERB system in the process. The findings show that in 2024,
a total of 8,717 STPs and Tax Assessment Letters (SKP) were issued, amounting to
IDR 29.9 billion, yet only around 26% were paid. The main challenges include a
lack of taxpayer understanding and inaccuracies in data verification. Therefore,
greater accuracy in the issuance process, enhanced taxpayer outreach, and improved
interdepartmental coordination are needed to increase compliance and optimize tax

revenuc,

Keywords: Tax Collection Letter, APPROWEB, Taxpayer Compliance, Pratama
Tax Office.
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MOTTO

"Kesuksesan bukan hanya tentang
hasil akhir, tetapi juga tentang proses
dan perjuangan di setiap langkahnya."

"Effort only fully releases its reward
after a person refuses to quit.”

— Napoleon Hill
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan yang penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan
adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak. Pendapatan dari pajak memegang
peranan dominan dalam struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program
pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan
peningkatan layanan publik lainnya (Murth1 Krisna, 2021). Oleh karena itu,
pemerintah senantiasa berupaya mengelola sistem perpajakan secara efektif agar
pendapatan negara dar1 sektor 1n1 tetap terjaga dan terus mengalami peningkatan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem perpajakan tidak semata-mata
mengandalkan kesadaran sukarela dari Wajib Pajak, melainkan juga memerlukan
pengawasan serta penegakan hukum yang efektif. Sebagian Wajib Pajak belum
sepenuhnya tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, misalnya dengan
terlambat menyerahkan SPT, membayar pajak tidak sesuai jumlah yang seharusnya,
atau menunda penyetoran pajak. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) memiliki otoritas untuk melakukan penagihan melalul
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

STP atau Surat Tagihan Pajak berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari upaya penegakan
ketentuan perpajakan. STP diterbitkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran
administratif, seperti terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kurang
membayar pajak, atau tidak menerapkan sanksi sebagaimana seharusnya.
Keberadaan STP memiliki peran yang penting karena menunjukkan bahwa DJP
memiliki wewenang untuk menagih kewajiban perpajakan yang belum dipenubhi.
Selain 1tu, STP juga menjadi bukti nyata bagi Wajib Pajak bahwa pemenuhan hak
dan kewajiban perpajakan diawasi dan ditindaklanjuti secara aktif oleh otoritas
pajak..

Landasan hukum penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) tercantum dalam Pasal
14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan (UU KUP). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa STP dapat
diterbitkan dalam kurun waktu maksimal paling lama lima tahun sejak timbulnya
utang pajak atau sejak periode pajak yang bersangkutan berakhir. Pengaturan ini
kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri1 Keuangan (PMK) Nomor
18/PMK.03/2021 yang merinci prosedur serta mekanisme penerbitan STP. Batas
waktu 1n1 dikenal dengan 1stilah daluwarsa penetapan, yang menurut Wyaya dan
Pardede (2020), Bertujuan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum
kepada Wajib Pajak serta menghindar1i kemungkinan terjadinya penagihan pajak
yang tidak sesuai di kemudian hari.

Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diterbitkan dalam berbagai situasi, seperti
ketika Wajib Pajak tidak tepat waktu dalam menyampailkan Surat Pemberitahuan
(SPT), atau terdapat selisith kurang bayar dalam laporan SPT yang telah diserahkan,
atau ketika Wajib Pajak dikenai sanksi bunga karena keterlambatan pembayaran.
Dengan demikian, STP berperan sebagai sarana korektif sekaligus peringatan resmi
yang memiliki kekuatan hukum. Dalam implementasinya, penerbitan STP tidak
hanya bersifat administratif, tetapt juga mencerminkan pelaksanaan fungsi
pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Pada tingkat pelaksana, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dilaksanakan
oleh salah satu unit operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. KPP berperan sebagai ujung tombak dalam
memberikan layanan dan melakukan pengawasan perpajakan. D1 lingkungan KPP,
proses penerbitan STP umumnya dikoordinasikan oleh Seksi Pengawasan, dengan
keterlibatan langsung dari Account Representative (AR). AR memiliki tanggung
jawab untuk memantau kepatuhan perpajakan Wajib Pajak yang berada dalam
pengawasannya, termasuk mengidentifikasi potensi pelanggaran administratif serta
menyusun usulan penerbitan STP. Setelah melalui proses analisis dan verifikasi,
STP diterbitkan secara resmi dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalu
berbagai saluran, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Dengan kemajuan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut
melakukan penyesuaian yaitu mular mengadopsi sistem digital untuk mendukung

pelaksanaan tugas administrasi perpajakan. Salah satu sistem yang digunakan

adalah  Aplikas1 Profil Berbasis Web (APPROWEB), yang mulai



dimplementasikan sejak tahun 2022. APPROWEB berfungsi sebagai sarana
pendukung bagi Account Representative (AR) dalam mengidentifikasi secara
otomatis potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak, seperti keterlambatan dalam
pelaporan atau pembayaran pajak. Melalu1 sistem ini, AR dapat mengakses data
yang lebih terintegrasi dan menganalisisnya dengan lebih cepat, sehingga proses
pengawasan serta penegakan hukum termasuk penerbitan STP dapat diselesaikan
dengan lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Namun demikian, APPROWEB hanya
berperan sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu. Keputusan akhir mengenai
penerbitan STP tetap menjadi kewenangan petugas, berdasarkan analisis dan
pertimbangan terhadap data yang telah dikaji secara mendalam.

D1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat, proses
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) telah dilaksanakan menyesuaikan dengan
sistem dan aturan yang telah ditetapkan secara hukum. Berdasarkan hasil observasi
selama kegiatan magang, penulis mencatat bahwa proses penerbitan STP diawali
dengan 1identifikasi kasus ketidakpatuhan oleh Account Representative (AR),
kemudian dilanjutkan dengan tahap verifikasi, penyusunan dokumen administratif,
dan proses persetujuan hingga pencetakan STP. Setelah STP diterbitkan, dokumen
tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak, disertai dengan tindak lanjut berupa
pemantauan terhadap penyelesaian tagihan. Dengan alur kerja yang terstruktur ini,
diharapkan STP tidak hanya menjadi sarana penagihan, tetapi juga berperan sebagai
alat pembinaan untuk membangun kesadaran Wajib Pajak agar lebih taat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

Surat Tagihan Pajak (STP) berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang
menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perpajakan tidak hanya bertumpu pada
kepatuhan sukarela melalu1 mekanisme pelaporan mandiri, melainkan juga
memerlukan keterlibatan aktif dari otoritas pajak dalam melakukan pengawasan.
Dengan demikian, pemahaman secara menyeluruh terhadap prosedur penerbitan
STP menjadi hal yang krusial. Pengetahuan i1 tidak hanya bermanfaat bagi para
petugas pajak dalam menjalankan tugasnya, tetap1 juga relevan bagi mahasiswa dan
masyarakat umum yang ingin memahami proses administrasi perpajakan secara

lebih aplikatif dan nyata.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun laporan akhir magang
dengan judul “Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP
Pratama Palembang Ilir Barat” Laporan i bertujuan untuk menjelaskan secara
rincl proses, tahapan, serta peran masing-masing pihak yang terlibat dalam
penerbitan STP di lingkungan KPP. Dengan demikian, laporan inmi1 diharapkan
mampu memberikan gambaran nyata mengenair bagaimana sistem perpajakan
dyjalankan dalam praktik, khususnya dalam aspek penegakan kepatuhan Wajib
Pajak dan upaya pengamanan penerimaan negara melalul penerapan instrumen

Surat Tagihan Pajak (STP).

1.2 Fokus Pengamatan

Laporan ini memfokuskan pengamatan pada mekanisme elaksanaan penerbitan
Surat Tagihan Pajak (STP) di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, yang
saat 1 telah didukung oleh pemanfaatan Aplikasi Profil Berbasis Web
(APPROWEB). Pengamatan dilakukan terhadap seluruh rangkaian proses
penerbitan STP, dimulai dar1 pemunculan daftar Wajib Pajak yang terdeteksi
mengalami keterlambatan pelaporan atau pembayaran oleh sistem, analisis dan
verifikasi oleh Account Representative (AR) pada Seks1 Pengawasan, persetujuan
oleh Kepala Seksi, hingga tahap penerbitan dan penyampaian STP kepada Wajib
Pajak melalui berbagai metode yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan 11 juga menyoroti peran masing-masing unit di lingkungan KPP
Pratama Palembang Ilir Barat yang terlibat dalam mekanisme penerbitan Surat
Tagihan Pajak (STP). Seks1 Pengawasan berperan dalam meninjau daftar Wajib
Pajak yang teridentifikasi dalam sistem APPROWEB, menganalisis keterlambatan
yang terjadi, serta menentukan apakah STP perlu diterbitkan. Setelah STP resmi
diterbitkan, tanggung jawab beralih ke Seks1 Penagihan, yang melaksanakan tindak
lanjut terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran sesuai batas waktu
yang ditentukan. Tindakan lanjutan in1 dapat mencakup penerbitan Surat Teguran
hingga Surat Paksa apabila diperlukan, sebagai bagian dar1 upaya penegakan
hukum perpajakan.

Dengan memahami mekanisme penerbitan STP, laporan akhir in1 dimaksudkan

untuk menjelaskan alur pelaksanaan dar1 proses administrasi perpajakan di KPP



Pratama Palembang Ilir Barat berjalan secara lebih efisien, akurat, dan sesuai

dengan regulasi yang berlaku.

1.3 Tujuan Penulisan

Laporan Akhir in1 dibuat dengan tujuan:
1. Untuk memahami Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP

Pratama Palembang llir Barat.

2. Untuk memahami tujuan dibuatnya Surat Tagihan Pajak.

1.4 Manfaat Penulisan

1.

Bagi Penulis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme
penerbitan STP dalam praktik administrasi perpajakan, sekaligus menjadi
bentuk penerapan ilmu hasil pembelajaran akademik yang kemudian
diaplikasikan dalam praktik kerja secara langsung.

Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait prosedur penerbitan STP
yang diterapkan, serta memberikan gambaran mengenai kendala yang
mungkin terjadi dalam proses penerbitan STP dan bagaimana prosedur
tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang
ingin memahami lebih lanjut tentang penerapan 1lmu perpajakan dalam dunia
kerja, memperkuat kerja sama antara universitas dan instansi perpajakan
dalam pengembangan wawasan dan pengalaman mahasiswa di bidang
perpajakan, serta meningkatkan kualitas peneliian mahasiswa dalam
memahami dan mengkaji praktik administrasi perpajakan di lingkungan kerja

nyata.
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